BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Komnas HAM sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan
perlindungan HAM di Indonesia nyatanya masih memiliki kewenangan yang
kurang kuat sebagai lembaga negara guna menegakan hak asasi manusia.
Kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam hukum positif belum cukup
memadai dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Hal
ini ditunjukkan dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang tidak
dapat diselesaikan oleh Komnas HAM karena keterbatasan oleh kewenangan
yang diatur dalam Hukum Positif yang berlaku. Sebagai lembaga negara,
sudah seharusnya Komnas HAM mendapatkan kewenangan yang diatur lebih
memadai dalam hukum positif guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM
terutama pelanggaran HAM berat agar Komnas HAM dapat sesuai dengan
tujuan pembentukannnya sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk
meningkatkan penegakkan serta perlindungan HAM di Indonesia. Komnas
HAM yang merupakan lembaga negara yang dibentuk secara eksplisit oleh
Undang-Undang No 39 Tahun 19999 Tentang HAM, namun sampai saat ini
belum diaturnya lembaga negara Komnas HAM secara khusus menggunakan
Undang Undang Khusus, maka sudah seharusnya Komnas HAM memiliki
Undang-Undang Khusus. Dalam Pengadopsian Pasal 7 Statuta Roma yang
diadopsi oleh Undang Undang No 26 Tahun 2000 Pasal 9 juga terdapat
perbedaan konsep yang mendasar dan menimbulkan penafsiran yang
menyebabkan ketidakjelasan dan bermacam interprestasi di pengadilan
dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dalam penyelesaian
kasus pelanggaran HAM berat sebelum lahirnya Undang-Undang HAM No
39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
HAM selama ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam

pembentukan pengadilan HAM riskan dengan adanya korupsi, kolusi dan
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5.2

nepotime, mengingat bahwa kasus pelanggaran HAM berat seringkali

bersinggungan dengan kepentingan pihak tertentu.

Dalam kewenangan penyelidikan Komnas HAM, Kewenangan Komnas
HAM yang selama ini hanya terbatas dalam melakukan penyelidikan terkait
kasus pelanggaran HAM berat terjebak dalam fenomena “ping-pong” dengan
kejaksaan sebagai penyidik terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM
berat. Salah satu penyebab hasil penyelidikan yang sering kali ditolak oleh
Jaksa Agung adalah dengan alasan frasa “kurang lengkap”, maka sudah
seharunya penataan penyelidikan harus dilakukan dalam kewenangan
Komnas HAM. Penyelidikan yang merupakan proses pintu masuk untuk
menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM berat sudah seharusnya
dilanjutkan dalam proses penyidikan dan dimaknai bahwa kurang lengkap
yaitu belum memenuhinya unsur pelanggaran HAM berat menjadi bekal
penyidik untuk bukti permulaan yang cukup. Kewenangan penyelidikan
Komnas HAM yang pada dasarnya diberikan kepada Komnas HAM sebagai
lembaga negara yang bersifat independen guna menjaga objektivitas hasil
penyelidikan, nyatanya tidak didukung dengan semangat dalam Undang-
Undang Pengadilan HAM yang membatasi Kewenangan Komnas HAM
hanya pada tahap penyelidikan dan menunjukan independensi penanganan

pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM masih bersifat setengah hati.

Saran
Penulis akan memberikan saran terkait dengan permasalahan diatas yakni

sebagai berikut:
Diberikan saran kepada pembentuk peraturan perundang-undangan agar

Komnas HAM diberikan wadah legitimasi berupa pembentukan undang-

undang khusus atau undang-undang tersendiri yang sama seperti lembaga
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lainnya. Hal ini dilakukan agar Komnas HAM dapat memiliki wadah
pengaturan yang jelas secara komprehensif tanpa harus memiliki ketentuan
yang tercerai-berai. Dalam adanya kekurangan Hukum Positif terkait
kewenangan Komnas HAM juga diperlukan pembentukan Hukum Acara
khusus untuk kasus pelanggaran HAM berat yang merupakan kejahatan luar
biasa (extra ordinary crimes) dan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc
yang dibentuk saat diajukannya guna penyelesaian kasus pelanggaran HAM
berat yang terjadi sebelum dibentuknya Undang-Undang No. 39 Tahun
1999 dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tidak lagi dibentuk oleh
persetujuan DPR melainkan, pengadilan Ad hoc guna dibentuk langsung
dibawah Mahkamah Agung. Pemerintah juga diharapkan merevisi Undang
Undang Pengadilan HAM dalam pengadopsian terhadap statuta Roma agar

tidak menimbulkan perbedaan arti dalam frasa yang diterjemahkan.

Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam
pembentukan hukum ke depan, Komnas HAM sebagai lembaga negara
yang dibentuk karena dibutuhkannya sebagai alat pelengkapan negara yang
tidak langsung (mittelbareorgan) dapat diberikan kewenangan dalam
penyidikan. Hal ini didasari karena sudah seharusnya kewenangan yang
harus dimiliki Komnas HAM adalah kewenangan penyidikan dalam
menangani kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan agar
tindakan pro-justicia yang dilakukan oleh Komnas HAM akan diakui dan
tidak lagi mengalami perbedaan persepsi ataupun sikap tumpang-tindih
antar lembaga penegak hukum. Komnas HAM juga dapat menjadi Lembaga
Negara yang memiliki kekuatan yang baik dalam menyelesaikan kasus
pelanggaran HAM di negara Indonesia sesuai dengan tujuan

pembentukannya.
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